KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINS] SUMATERA UTARA
NOMOR 1152

TENTANG

PEMBERIAN [ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH 5WASTA HIJMAR

KELURAHAN SEI SEMAYANG, KECAMATAN SUNGGAL, KABUPATEN DELI

Menimbang

Menainesal

SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KREPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

d.

PROVINSI SUMATERA UTARA,

. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 aval (2]

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin
operasional terhadap Madrasah Swasta: di lingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinst Sumatera Utara;

. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah

vang bermutu, perlu memberikan kesempatan masvarakat melalui
organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah
scsual dengan standar nasional pendidikan;

bahwa Madrasah vang tercantum dalam Lampiran Kepulusan ini
telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelavakan
vang lelah ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b dan c¢ di atas, perlu menetapkan Kepulusan Kepala
Kantor Wilavah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara .
tentang  Pemberian  Izin  Operasional  Pendirian  Madrasah
Tsanawiyah Swasta Hijmar Kelurahan Sei Semayvang, Kecamatan
Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (entang  Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indeonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Doscen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4446} scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20035 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 494 1);

. Peraturan Pemerintah Nomeor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

dan Penvelengegaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Neguara
Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157}

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007

Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaivah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawivah,
dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Alivah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
lentang Standar Pelavanan Minimel Pendidikan di
Kabupaten/Kota scbagaimana telah diubah menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 13 Tahun 2010 tentang Standar Pelayvanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sckolah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2040)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Dhrganisasi dan Tata Kerja Instanst Vertikal Kemoenterian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 i1enlang
Penyvelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Acama Nomor 20 Tahun 2013
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MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
TSANAWIYAH SWASTA  HIJMAR KELURAHAN SEI
SEMAYANG, KECAMATAN SUNGGAL, KABUPATEN DELI
SERDANG.

Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada
Madrasah scbagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah vang
bersangkutan wajib;

a. Menvampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama vang memual paling
scdikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan
kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana
prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik
dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visilasi akreditasi
sekolah /madrasah Kkepada BAP-S/M sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar
pelavanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA hurul
b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
schagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penvelenggaraan pendidikan dan/atau
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huru!
b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 25 September 2019
KEPALA KANTOR WILAYATH

KEMENTFERIAN AGAMA
PRQVINSI ZUMATERA UTARA




- BAMPIRAN
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IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1 bNsima Madiesal MTsS. HIJMAR
Momor Statistik Madrasah 121212070147
5 [Alamat Madrasah JI. Binjai KM 13,5 Pasar Kecil-Pondok Miri

Desa/Kelurahan Sei Semavang
Kecamatan Sunggal

Kabupalen Deli Serdang

Provinsi Sumatera Utara

Noma Organisasi Penvelenggara |YAYASAN PONDOK MUSLIM AR-RIDHO

| Vkte Notars Organisasi No. 9 NURCAHAYA BATUBARA, SH. M.Kn
| Penvelengeara Tanggal 14 Maret 2013
; () i’:'r-1gt'r-:;]hmn Akle Notaris AHU-2324.AH.01.04.Tahun 2014 Tanggal
Cirganisasi Penvelenggara 21 April 2014

“KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
[ PROVINST SYMATERA UTARA
S A g

A

ZULITAMI

RWAN



@P P
VS

i
o2 &

‘H ||:p‘ = ey

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

MNama Madrasah

Alamat

Desa/Kelurahan
Kecamalan
Kabupaten/Kota

Provins

Penyelenggara Madrasah
Akle Naotaris Penyelenggara

FPengesahan Akte Notaris

Berdin Sejak

Momor: 1152

Diberikan kepada:

MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA HIUMAR

- JL BINJAI KM 13,5 PASAR KECIL-PONDOK MIRI
. SEI SEMAYANG

SUNGGAL

KABUPATEN DEL| SERDANG
SUMATERA UTARA

YAYASAN PONDOK MUSLIM AR-RIDHO

NO. 9 NURCAHAYA BATUBARA, SH, M KN
TANGGAL 14 MARET 2013

- AHU-2324 AH.01.04 TAHUN 2014

TANGGAL 21 APRIL 2014

: 25 SEFTEMBER 2012

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

M&dan,giSeptembar 2019
4*13: LAKANTOR WILAYAH
e KEMENTERIAN AGAMA
;&ﬁx ﬁﬁ;ﬁk’lﬁ&;s MATERA UTARA




